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Kawal

Dana Desa

B Pemkab Landak- KEjal‘l Lakukan MoU

LANDAK.TRIBUN Peme-
rintah Kabupaten Landak
dan Kejaksaan Negeri Lan-
dak mengadakan kesepa-
katan Bidang Hukum Per-
data dan Tata Usaha Negara
pada Rabu (15/5). Kesepa-
katan ditandai dengan aca-
ra Penandatanganan MoU
kesepakatan antara Peme-
rintah Kabupaten Landak
dengan Kejaksaan Negeri
Landak -yang berlangsung
di Aula Besar Kantor Bupati
Landak.

Bersamaan itu juga, di-
adakan Sosialisasi tentang
Tim Pengawalan, Pengaman
Pemerintahan dan Pemba-
ngunan Daerah (TP4D) dan
Dana Desa Tahun 2019.

_Hadir dalam kegiatan
tersebut Sekretaris Daerah
Kabupaten Landak, Kepala
Instansi vertikal Kabupaten
Landak, Kepala SKPD, Para
Camat se Kabupaten Lan-
dak, Kepala Desa serta para
tamu undangan lainnya.

Untuk diketahui, Peme-
rintah Kabupaten Landak
baru saja diaudit oleh Ba-
dan Pemeriksa Keuangan
(BPK) perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat, termasuk
desa-desa yang ada di wila-
yah Kabupaten Landak.

Dalam sambutannya
Karolin menegaskan apabi-
la di kemudian hari terjadi
perbuatan melawan hukum,
maka akan diproses dan di-
tindaklanjuti sesuai peratur-

yang berakibat
merugikan keuang-
an Negara, akan
ditindaklanjuti
sesuai peraturan
yang berlaku.

Karolin
Jabatan jabatan

an yang berlaku.

“Apabila‘di kemudian hari
terjadi perbuatan melawan
hukum, penyalahgunaan

kewenangan dan atau per-~

buatan lainnya yang bera-
kibat merugikan keuangan
Negara, akan ditindaklanjuti
sesuai peraturan yang berla-
ku,” tegas Karolin.
Menurutnya ini dilakukan
khususnya terhadap -desa-
desa yang ada di Kabupaten
Landak. “Agar Kepala Desa
yang ada di Kabupaten Landak
tidak ada dan jangan sampai
berurusan dengan permasa-
lahan hukum,” sambungnya.
Dalam peraturan menteri
dalam negeri nomor 20 Ta-
hun 2018, pasal 74 tentang
Pembinaan dan Pengawasan
ayat (3) berbunyi Bupati/Wa-
likota membina dan menga-
wasi pelaksanaan pengelola-

an keuangan desa yang-di ko-
ordinasi dengan APIP daerah
Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal ter-
sebut Karolin meminta para
aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang ada
di Kabupaten Landak, agar
diperkuat dan lebih maksimal
lagi dalam melakukan pembi-
naan dan pengawasan.

“Untuk itu saya minta pe-
ran aparat pengawasan in-
tern pemerintah (APIP) yang
ada di Kabupaten Landak
supaya diperkuat dan lebih
maksimal lagi dalam mela-
kukan pembinaan dan peng-
awasan,” harap Karolin.

Dalam kesempatan itu
Karolin mengimbau para Ke-
pala Desa agar melakukan
menginput dengan benar
pada aplikasi Siskeudel.

Hal ini dilakukan agar

pengelolaan keuangan desa
dapat dilakukan secara ter-
tib, efektif, efisien, ekono-
mis, transparan, dan ber-
tanggung’ jawab. Dengan
memperhatikan asa keadil-
an, kepatutan, dan manfaat
bagi masyarakat.
_ “Saya minta kepada se-
luruh kepala desa setelah
mengikuti sosialisasi ini un-
tuk segera melakukan pe-
nginputan ke dalam aplikasi
siskeudes untuk melakukan
penatausahaan kegiatan
agar pemanfaatan dana desa
dapat dilakukan dengan
baik,” pinta Karolin. (alf)
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